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Tentang

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SMP ISLAM BILINGUAL NIHAAYATUZZEIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Masyarakat:

b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam
rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;

¢. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program  pendidikan
telah melakukan verifikasi dan visitasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. b, dan ¢ di atas,
dianggap  perlu menetapkan  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) SMP ISLAM BILINGUAL NIHAAYATUZZEIN

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301)
2

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentan perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembarann Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaraan

Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah

antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4741); :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4864). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4863)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 494 1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 08

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
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